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RINGKASAN

Sistem birokrasi pemerintahan Indonesia dalam alam kemerdekaan ini,
ternyata tidak pernah luput dari pengaruh birokrasi tradisional yang bertumpu
pada hubungan patron-client. Akibatnya, hubungan birokrasi - masyarakat
berlangsung secara tidak berimbang: pemerintah berada pada pihak yang
mendominasi, sedangkan masyarakat teralicnasi dalam ketidakberdayaan.
Sejalan dengan mulai terbukanya koridor keterbukaan (demokrasi), maka
muncul segelintir orang yang berani mengeritik kelemahan (kebobrokan)
birokrasi yang dijalankan Orde Baru selama ini. Lama-kelamaan orang-orang
itu berhasil mengembangkan semacam gerakan massa vang kemudian dikenal
dengan kelompok ‘Reformasi.” Di samping berhasil memaksa arsitek regim
birokrasi Orde Baru Jengeer' dari jabatannya pada tahun 1998, kelompok ini
juga hadir dengan dua gapasan pokok, yakni: pemberdayaan masyarakat warga
(masyarakat madani), dan, pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi).

Perubahan vang terjadi pada skope makro itu mendapat sambutan
antusias di kalangan beberapa etnmik pada tingkat lokal, termasuk di Sumatera
Barat. Dalam kaitan dengan birokrasi misalnya, di daerah ini berkembang
gagasan untuk meninggalkan sistem pemerintahan desa, scria kembali pada
sistem  pemerintahan  nagari yang berakar pada budaya etnik setempatl
{Minangkabau). Keinginan ini dilandasi oleh sauatu asumsi, bahwa sistem
pemerintahan nugari Icbih berpeluang daripada pemerintahan desa untuk
memberdayaan masvarakat dalam konteks pelaksanaan otonomm daerah, ter-
utama dalam bidang pemerintabhan dan pembangunan. Bagaimanapun, asumsi/
argumen semacam itu perlu pembuktian melalui penelitian ilmiah, tambahan
lagi selama ini studi tentang birokrasi di Minangkabau masth relatif terbatas.

Bertolak dari alur pikir semacam itu, peneliti tertank untuk melakukan

semaéam kajian deirospective tentany birokrasi (pemerintahan nagari dan
desa) yang pernah diterapkan di Pariangan, Minangkabau era Orde Baru.
Guna memahami pokok persoalan itu, dalam studi i digunakan konsep/
teori birokrasi, hegemoni, dan partisipasi.  Penelitian ‘kilas-balik’ dengan

kajian teoritik semacam itu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan
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pemahaman tentang. mekanisme hubungan birokrasi - masyarakat dalam
kattannya dengan pembangunan, batk di bawah sistem pemerintahan nagart
mau pun desa era Orde Baru. Dengan menetapkan Pariangan (nagari tertua
orang Minang) schagai lokasi penelitian dalam studi contoh ini, peneliti
bermaksud untuk menelusuri jawaban terhadap pertanyaan pokok: bagai-
manakah dampak perubahan birokrasi dari sistem pemerintahan nagari ke
pemeriniahan desa terhadap partisipasi masyarakat datam pembangunan
pedesaan di Pariangan? Dalam studi ini digunakan pendekatan kualitatif
dengan teknik pengumpulan data mencakup, wawancara mendalam (in-depih
inferviewing), observasi, dan studi dokumentasi (arsip). Selanjutnya data
yang terkumpul, diolah dengan memakai teknik analisis antar kasus (cros-site
analvsis), tepatnya mengguna-kan modet analists interaktif.

Temuan penelitian ini menunjukkan: hingga tahun {980, pemerintahan
nagari masih dipertahankan eksistensinya oleh pemerintah Orde Baru sebagai
pelaksana terbawah birokrasi nasional di Minangkabau, Sumatera Barat. Di
bawah sistem pemcrintahan nagari, hubungan birokrasi - masyarakat relatif
setara (berimbang) yang dikembangkan di atas nilai-nilai demokrasi, egaliter,
dan keotonomian Meskipun berfungs: sebagar pelaksana birokrast pemenn-
tahan nasional pada tingkat bawah yang langsung berhadapan dengan masya-
rakat, namun kecolonomian nagari masih dihargai pemerintah, tanpa banyak
intervensi dari birokrasi yang lebib tinggi. Di bidang pembangunan misalnya,
pemerintahan napgarr masih berpeluang menerapkan falsafah pembangunan
yang bercorak hofto-up planning, dan dikombinasikan dengan strategi fop-
down dalam batas-batas tertentu. Diberlakukannya strategi semacam itu, serta
keberhasilan pemcrintah nagari memanfaatkan otorttas elit tradisional, mem-
buka peluang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan, baik
dalam perencanaan/ penyusunan program, pelaksanaan, pendanaan, maupun
evaluasi terhadap proses dan hasil-hasiinya. Berbeda dengan kecenderungan
di atas, di bawah pemerintahan desa vang mulai diterapkan tahun 1981,
hubungan birokrasi - masyarakat yang relatif setara dalam periode sebelum-
nya, secara bertahap berubah menjadi hubungan yang tidak berimbang.
Dalam hubungan ini, pemerintah muncul scbagm kekuatan dominan,
sedangkan masyarakat (termasuk elit tradisional dan baru) berada pada posisi
yang lemah, teralienasi, dan terkooptasi. Pada gilirannya proses tersebut telah

membentuk jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini ber-
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imphkasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik
dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemliharaan, maupun evaluasi
terhadap proses dan hasil-hasi! pembangunan itu sendiri.  Kecenderungan ini
merupakan konsekuensi logis dan kebijakan hegemoni negara di bawah
birokrasi pemerintahan yang bersifat sentralistik yang sarat dengan nilai-mlai
patron-klien, serta pencrapan strategl fopdown dalam pembangunan yang
didukung pelaksanaaan ‘pendekatan keamanan™ (security approach) dengan
dalih untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan.

Hasil analisis terhadap temuan penelitian ini meunjukkan; perubahan
birokrasi di tingkat pedesaan dari sistem pemerimtahan nagari ke pemerin-
tahan desa oleh regim Orde Baru membawa dampak negatif yang serius pada
partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Bagaimana pun, di
bawah birokrasi pemerintahan nagari, keotonomian masyarakat dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan, Namun di bawah pelaksanaan pemerintahan
desa yang diperkenalkan pemerintah pusat, secara bertahap masyarakat
semakin tergantung  kepada pemerintah  dalam hampir semua aspek
kehidupan, tidak tetkecuali dalam bidang pembangunan.

Sejak penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa, seperti daerah lainnya seluruh pelosok tanah
air,, masyarakat pedesaan di Sumatera Barat. diperintah dengan menggunakan
model yang tetapkan dari atas. Akibatnya untuk beberapa dekade, Indonesia
terus menerus mengalami  kemunduran demokrasi, dan proses alienasi
masyarakat warga. Oleh karena itu di era ‘Reformasi™ ini, Indonesia kembali
mendambakan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan otonomt daerah.

Diharapkan dalam waktu dekat ini, pihak yang berwewenang dalam
‘pengambilan kebijakan’ di Sumatera Barat berhasil mengembangkan format
birokrasi pemerintah nagari yang mampu mengakowmodasi kebutuban masya-
rakat Tokal, di samping bisa menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan oleh
birokrasi yang lebih tinggi.  Dengan begitu, diharapkan dapat dibangun suatu
hirokrast pemerintahan dan masyarakat yang sama-sama kuat dan tangguh di
atas penegakan suprcmasi hukum dalam kontcks negara kesatuan Republik

Incdlonesia.
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ABSTRACT

Emizal Amri. THE BUREAUCRACY IN MINANGKABAU SOCIETY: The Study
of Bureaucracy Change from Nagari to the Desa Administration System
and Its Impact on the People Participation In Rural Development of
Pariangan. A Thesis. Surabaya: Postgraduate Program of Airlangga
University, 2000.

The most significan change in the recently Reformist movement in
Indonesia are empowerment of civil society and implementation of local
autonomy. To Minangkabau soclety, these ideas are not new at all, even
deeply rooted in local political culture. Most of studies tent to argue that
the Minangkabau people are acutely conscious of themselves as a distinct,
democratic, egaliter, autonomy and, in their concidered opinions, higly
superior ethnic group. These ideas can also be seen in term of the relation
between elite-mass or leader and society. Since 1980s the New Order
regime introduced the desa administration, that is nasional wide policy for

. local government in Indonesia. For Minangkabau people this meant that
the old nagari administrative system disappeared, and being subtituded
with the new one which centralized, state hegemony, and bureaucratic
domination into the society.

Based on the assumption that there is corelation between the policy
pattern of government bureaucracy on the one hend and people
participation on various aspects of social life on the other hand, this study
will answer the question as follows: how did the bureaucratic change from
nagari 1o desa administration in Minangkabau give impact on people
participation in rural development ?.

This researh is aims to get understanding of the impact of the ahift of
government bureaucracy on the mechanism of elite-mass relationship and
its implication to pebplc participation in the rural development as well
This research is especially aim at an examination of a case study on
bureaucracy and people participation in rural development in Parlangan
village, Kabupaten Tanah Datar, West Sumatra.
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This research is qualitative approach. The data is collected by using
of in-depth interviewing techniques, observation, and documentary
(archieve) study. The collected data is then analysed by cross-site analysis
technique, especially by using interactive model of analysis, ie. data
reduction, data display, and the conclusion drawing/ verification. All of
the three stepts have not been done saparately, but run simmultaneously in
continued process until data have complately been collected to answer the
research problem and to draw conclusion.

The research finding shows that changing in government bureaucracy
in rural level as it happened from nagari to desa system during the New
Order regime brought about a serious negative impact an people
participation in rural development. Under the old nagari administration,
people of naguri still have independent space for making decision according
to bottom-up model. But once central government introduced the new
system of the desa bureaucracy the native system of Minangkabau naguri is
eliminated. Since that time all of regional administration of Indonesia,
including the West Sumatra, has been governed by using of top-down
model As a concequency of this less democratic system, Indonesia for a
long period of time fell into sustained decline of democracy in general and
allineating process from civil society. By entering the Reformation era
Indonesia is turning out to strunggle for empowerment of civil society and
local autonomy. It means that in the inmunadiate future Indonesia should

become a strong society and a strong government as well.

Keywords: Government bureaucracy, hegemnony, and paticipation.
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